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Bahwa Mahkamah Apung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung No. | Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang
mewajibkan para pihak dalam senpgket perdata untuk lehih dahulu menempuh proses
mediasi sehelum perkars mereka diselesaikan melaiui proses memotus oleh hakim.
Mediasi adalah penyelesalan sengheta melalul perundingan antara para pihak vang
bersengheta dengan bantuan pihek ketigs netral yang fidak memiliki kewenangan
memutus yang disebut mediator, Mahkamah Agung Republik Indoncsia merasa pariu
untuk mewajibkan pengguraan jasa mediasi sebagal  upaya untuk memaksimalkin
perdamaion sebagaimana  diatur dalam Pasal 130 HIR dam Pasal |54 Rbg.
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuen medisior diharapkan
menghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan pam pihak, hemat wakie dan
hemal sumber daya

Bahwi Perasturan Mabkamah Agung Republik Indonesia Mo, | Tahun 2008
menyedinkan pilihan kepeda para pilsk yang bersengketn uniuk mengpunakan josa
mediator yang tersedia di Pengadifan Negeri yang berwenang memeriksa perkar
yang bersanghkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan Meger, Oleh
karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agunp Republik Indonesia Moo | Tahan
2008 1elah membuka peluang bagi lahitnya mediator sebagai suatu profesi

Bahwa agar praktek pembertan jass medinsl tidak merugikan parn pihak vang
hersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelombagaan proses medipsi ke
dalam sisten perndilan, saitu penvelesaian sengketa secara adil, murah, langgeng, dan
memusiskan para phak. dirasakan perlu ada seperanpkal oturan perilaku vang
mengikat orang-orang vang menjalankan fungsi meditor dalam xerangka Peraturan
Mahkemah Apune Mo, 1 Tahon 2008 sehagaimans diamanatkan dalam Pasal 24 ayai
(17 dan ayat {21 PerMA Nl Tahun 2008, Kehadiran seperanpkat pedoman perilaku
mediator ini diherapkan dapst mendorong pars mediotor melaksanakan fungsinya
dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangku
mewujudian sisten peradilan yang bersth dan murab. Pedoman perilaky mediator
jugn dapst dipergunnakan oleh masyarakat luas dan Khususnys para pibak yang dibante
oleh mediator untuk mengukur kinerja mediatos,



BAR I
KETENTLAN UMUM

Pazal 1
Ruang Linghop

Pedoman perileku ini hanya mengika orang-orang yang menjalankean fungsi mediator
yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Agama dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Mo, 1 Tahun 2008,

Pasal 2
Tanggunpjawab Umum

Mediator memiliki tanggungjawab terhadap para pihak vane dibantu dan terhadan

(1

(2)

{3)

(1
{2

(3}

(4)

profesinys,

Pasal 3
Tanggungjawah Terhadap Para Pihak

Mediator wajib memelihara dan memperahankan ketidakberpihakanmya, baik
dalam wujud kata, sikap dan tingkah faku terhadap pard pihak yang terlibat
sengketa.

Mediator  dilarong miemengaruhi ataw mengarahkan pora pihak  untok
menghasilkan  svaral-svarat slau  klausula-klausula  penyelesaian - sehuah
senpketa yang dapatl memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritiknd bask, tidak berpihak,
dan fidak mempunyni kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan
kepentingan para pihak.

BARB 11
KEWAJIBEAN MEDIATOR

Fasal d

Medistor wajib menyelenggarakan proses mediasi seseai dengan prinsip
penentuan dirt sendiri oleh para pihak,

Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertams
bahwa semua bentuk penyelesaian alau keputusan yang diambil datam proses
medraz memerfukan persetujuan para pihak.

Mediator wajib menjelaskan kepada parn pihak pade pertemuan lengkap
pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, penpertian kaukus dalam
proses rmediasi, serta paran mediator,

Mediator wajib menghormati hak pars pihak, antara lain, hak untuk konsetasi
dcgdg.‘an_ penasehal hukummnya atau pam ahhi dan hak untuk keluar dari proses
mediasi,

L



{51 Mediator wajib menghindari penggunasn ancaman, tekanan, atau intimidasi
dan paksaan terhadap salah satu atau kedoa belah pihak untuk membual suatu

keputsan,

{6y Mediator wajib menjaga kershasiaan informasi yang ferungkap di dalam
proses mediasi,

(M Mediator wajib memusnahkan camatan-catatan dalam proses mediasi, seielah
berakhimya proses mediasi.

Pasal 5
Menjaga Kerahasiaan Proses

Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkatasn maupun
catatan, vang terungkap dalem proses mediasi.

Fasal &
Menghindar] Benturan Kepentingan

(1)  Sesecrang dilarang umuk menjadi medimor dalam sebuah kasus senpheta
vang diketahui bahwa kererdibatannya menimbulkan benturan kepentingan.

{2)  Dalam hal medistor mengetahui adanyva benturan Xepentingan atau polensi
benturan kepentingan, ia wajib menyatzkan mundur Sebagai mediator dalam
sengketa yong akan atan sedang dalam proses mediasi,

{3)  Seorang medintor yanp berprofosi sebagal advokat dan rekan pada firma
hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salab satu pihak dalam
sengketa yang sedang ditangani baik setarna mavpun sessdah proses mediasi,

Pazal 7
Kualitas Proses Mediasi

(1} Mediator waiib menyelenggarakan proses mediast sesuin dengan jadwal yang
telah disepakati para pihak,

(2} Mediator waiib menyelengparakan proses mediasi secara berimbang terbadap
para pihak,

(31 Medistor wajib menunds atag segzra mengakhirt proses mediasi bila perilaku
zalah satu atau para pihak telah menvalahgunaknn proses mediasi atao tidak
beritikad baik dalam proses mediasi.

Fasal 8
Kemampuan/Keterampilan

Mediator diharapkan untuk senantinza meningkatkan kemampuan ataw keterampilan
tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi,

Pasal &
Honorarium

(1) Medisior yang berhak memperoieh honorarium mediasi dari para pihak
sebagnimana discbut dalam Pasal 10 zyat (1) dan avat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Mo. | Tahun 2008, wajib untuk lehih



i)
{3}

dohuly membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorariem
dimaksud sebelum menjalankan fungsinya.

Mediator dilarang menerima honorarium  berdasarkan hasil akhir proses
mediasi.

Mediator dilarang menerime hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari
salah satu ptay para pihak selama proses inzdiasi berlangsung sclain
honorarium yang telah disepakati

BARB 111
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10
Pengawazan

Ketun Pengadilan Tinghkat Pertama berwenang untuk melakukon pengawasan dan
evilluas terhadap kinerja mediator.

Pasal 11

(1) Ketua Pengadilan Tingkat Perama menerima laporan dari salah satu pihak
atay para pihak yang bﬂ's&ngke":a atau pihak lainnya tentang adanya
pelanggaran pedoman perilabou,

{2) Ketua Pengadilan Tingkat Perama seteleh menerima lapomn sebagaimann
dimaksud dalam ayat (13, kemudian memanggil mediator yang bersangkutan
dan  memberi  kesempatan  kepadanya  menyampaikan  klarifikasi atau
pembelaan diri.

(3) Ketua Penpadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi
apabila terbukti adanya pelonggaran Pedoman Perilo ko Mediztor.

14} Penjatuhan sanksi sehagamana dimaksud dalam avan (3) dagat berupa teguran
lisan, atau teguran terulis, alsu pencoretan nama seorang mediator dort Daftar
Mediator sebagatmana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan Mahkamah Agung
Momor | Takar 2008,

Pasal 12
(1} Terhadap |laporan schagaimana lerschot dalam Pasal 11 ayar (1), Ketua
Pengadilan Tingkal Pertama dapat membentuk sebuih tim uniuk memeriksa
kebenaran laporan pelnggaran pedomana perilaku mediator,
{2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) terdiri atas 3 (tiga) ormng mediator
yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan
pelanggarn Pedomen Perilaka Mediator tersebur,

Pasal 13
sanksi
(V) Penjatuban senksi berups teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator
terbuktli melanggar Pedoman Perilaky Mediator.
A



(2} Pepjatuhan sankst berupa teguran tertuhs dijanuhkan apabila seorang mediator
telah 2 {dua) kal menerima peniatuban sanks lisan,

{3} Penjatuhan sanksi berupa pencorelan nema secrzng mediator dari Daftar
Mediator  dijatubkan apabila seorang mediator tefah 2 fkal) menenma
penjatuban sanksi tertulis,

{#) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang medistor yang terbukti melanggar
Pedoman Perilaku Mediator, dicatal dalam register mediator pada Pengadilan
Tingkat Pertama di tempar mediator tersebut terdaftar

{5) Seorang mediator vang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi
memenuht Kualifikasi uniuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan
di seluruh Indonesia

BAR IV
PENUTLUF

Fasal 14
Pedoman Perilaku Medisor berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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